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Abstrak 
Munculnya fenomena radikalisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia menjadi 
perhatian serius. Ancaman teroris yang kian nyata tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah 
Indonesia saja, tetapi juga dianggap sebagai ancaman global. Berulang kali Indonesia menjadi 
target serangan teroris, dan ada anggapan bahwa Indonesia sebagai sarang teroris. Dari 
Global Terrorism Index tahun 2017, diketahui bahwa Indonesia merupakan negara ke-42 di 
dunia yang terkena dampak terorisme. Pasca diguncang Bom Bali I dan beberapa kasus 
pengeboman lain, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam 
rangka menanggulangi tindakan terorisme, dan pada tanggal 16 Juli 2010 Presiden Republik 
Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan dimasukkannya deradikalisasi sebagai 
bagian dari program atas kebijakan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang merupakan bentuk 
strategi dari upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme terhadap teroris, mantan 
teroris, dan mantan napi teroris, dan secara umum pelaku radikal anarkis dan kelompok 
pelaku ekstrimis yang mengatasnamakan agama. Pada perkembangannya, ternyata kasus 
terorisme dan radikalisme ternyata belum mampu menemukan titik hentinya. Kembalinya 
mantan napi teroris ke dalam jaringan teroris, memunculkan pertanyaan bagaimana program 
dan strategi deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT. Tulisan ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi; 1) 
Observasi, 2) Wawancara; dan 3) Studi Kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat strategi program deradikalisasi yang terdiri dari rehabilitas, 
reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, 
dan kewirasusahaan dengan pendekatan “Soft Approach”, yang selanjutnya diringkas ke 
dalam empat tahapan dalam pelaksanaan program deradikalisasi diantaranya, identifikasi, 
rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Deradikalisasi, Radikalisme, BNPT, Terorisme 
 
Abstract 
The emergence of the phenomenon of radicalism in the name of religion in Indonesia is a serious concern. 
The increasingly real terrorist threat is not only felt by the Indonesian government but is also considered 
a global threat. Indonesia has repeatedly been the target of terrorist attacks, and there is an assumption 
that Indonesia is a hotbed for terrorists. From the 2017 Global Terrorism Index, it is known that 
Indonesia is the 42nd country in the world affected by terrorism. After being rocked by the Bali Bombing 
I and several other bombing cases, the government issued Presidential Instruction No. 4 of 2002 to 
tackle acts of terrorism, and on July 16, 2010, the President of the Republic of Indonesia issued 
Presidential Regulation No. 46 of 2010 concerning the National Counter-Terrorism Agency (BNPT). 
With the inclusion of deradicalization as part of the program based on Presidential Regulation Number 
96 | Jurnal Kybernan, Vol. 12, No. 2, 2021 
46 of 2010 which is a form of strategy for preventing and countering terrorism against terrorists, former 
terrorists, and former terrorist convicts, and in general, anarchist radical actors and extremist groups 
acting in the name of religion. In its development, it turns out that cases of terrorism and radicalism 
have not been able to find a stopping point. The return of former terrorist convicts to the terrorist 
network raises the question of how the deradicalization program and strategy implemented by BNPT. 
This paper uses a qualitative method with a descriptive approach, with data collection techniques that 
include; 1) Observation, 2) Interview; and 3) Literature Study. Based on the results of the study, it 
shows that there is a deradicalization program strategy consisting of rehabilitation, reeducation, 
resocialization, national insight development, moderate religious development, and entrepreneurship 
with the "Soft Approach" approach, which is further summarized into four stages in the implementation 
of the deradicalization program including, identification, rehabilitation, re-education, and 
resocialization. 
 




Munculnya fenomena radikalisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia 
menjadi  perhatian serius dari berbagai elemen khususnya bagi pertahanan dan 
keamanan nasional. Reaksi atas kemunculan berbagai kelompok radikal ini berhasil 
membuat fenomena tersebut harus diperhatikan dan direnungkan bersama. Sebab 
apabila gerakan kelompok radikal ini dibiarkan tumbuh kembang, maka akan berdampak 
lebih besar terhadap kerukunan umat beragama, terlebih dengan kondisi bangsa 
Indonesia yang kaya akan keberagaman. Tumbuh suburnya radikalisme yang 
mengatasnamakan agama bukan suatu proses yang instan dan sederhana. Proses itu 
sangat kompleks dimulai dari pengenalan, identifikasi diri, indoktrinisasi, radikalisasi 
hingga tindakan teror.  
Menurut Agus SB (2016:28) akar penyebab munculnya radikalisme berpangkal 
pada ideologi. Walaupun memang faktor ideologi ini tidak berdiri sendiri, ia bersahutan 
dengan faktor pemicu yang multivariabel. Terdapat rumusan bahwa jika ideologi tidak 
bertemu dengan faktor pemicu (trigger) yang serba kompleks ini, maka niscaya aksi 
terorisme sulit untuk terjadi. Artinya, radikalisme muncul dengan berbagai penyebab. 
Keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan atau rendahnya peradaban 
budaya dan sosial seorang akan memicu radikalisme yang bisa berujung pada terorisme.  
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh SETARA Institute tahun 2010 
menunjukan bahwa menurut sebagian besar warga Jabodetabek (41,9%) menyatakan 
penyebab utama berkembangnya terorisme di Indonesia dilatarbelakangi oleh 
ketidakadilan ekonomi. Sedangkan keinginan memperjuangkan syariat Islam hanya 
sebesar 22,70% dan ketidakadilan politik sebesar 20,70%. 
Sebagai negara yang menjadi target aksi terorisme internasional dan gerakan 
radikal, Indonesia telah dan sedang menyelenggarakan berbagai strategi dan upaya 
penanggulangan terorisme. Namun demikian, sampai saat ini strategi dan pendekatan 
yang dilakukan lebih banyak menggunakan pendekatan kekuatan keras (hard power) 
yang ditujukan terutama untuk penegakan hukum (law enforcement). Pendekatan ini 
telah menghasilkan beberapa capaian yang cukup signifikan dan mendapat pengakuan 
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internasional, meskipun dirasakan tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Hal tersebut 
disebabkan karena terorisme bukan hanya masalah kekerasan fisik, namun juga 
melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan 
budaya didalam masyarakat.  
Pendekatan kekuatan lunak melalui program deradikalisasi penting untuk 
dilakukan. Strategi ini ditujukan untuk menetralisir pengaruh ideologi radikal, 
khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan yang dijadikan dalam  
landasan aksi terorisme. Dalam beberapa tahun ini, program deradikalisasi telah 
dijadikan sebagai salah satu program utama dari Pemerintah dan dilaksanakan oleh 
berbagai instansi terutamanya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT) yang dibentuk pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden 
Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
dimana dalam struktur dan tata kerja BNPT terdapat Direktorat Deradikalisasi dibawah 
kedeputian I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Dalam 
perkembangannya, Pemerintah menyadari bahwa program deradikalisasi hanya akan 
efektif apabila mengikutsertakan para pemangku kepentingan utama (main stakeholders) 
seperti para tokoh agama, ormas, parpol, lembaga swadaya masyarakat, media massa, 
kalangan cendikiawan dan sebagainya. 
Oleh sebab itu pengembangan dan sosialisai program deradikalisasi menjadi 
semakin penting di masa-masa yang akan datang karena perkembangan dan dinamika 
ancaman terorisme di Indonesia juga terus akan membawa berbagai perubahan. 
Tewasnya tokoh-tokoh teroris seperti Dr. Azahari, Noordin M. Top, Dulmatin, dan yang 
lainnya tidak akan menghentikan kaderisasi surut, karena para penerus tokoh teroris 
tersebut telah dipersiapkan. Melalui pendekatan netralisasi ideologi radikal, upaya 
penanggulangan terorisme akan dapat lebih mendalam dan berimplikasi jauh, karena 
dapat menyentuh sampai pada akarnya yang terdalam yaitu ideologi.  
Kini terorisme tak lagi persoalan siapa pelaku, kelompok, dan jaringannya. 
Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, 
doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Ideologi radikalisme 
memberi pijakan bagi pemahaman dan aksi-aksi terorisme. Tumbuh suburnya pohon 
terorisme tergantung dilahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah 
gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, tetapi jika hidup dilahan yang subur, 
maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut AM Hendropriyono 
dalam Agus SB (2017:64) adalah masyarakat yang dicemari oleh paham 
fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan. Tampaklah bahwa radikalisme 
memiliki peraturan erat dengan terorisme. 
 
II. Metode Penelitian 
Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan proses 
pencarian fakta, gambaran atau lisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 
sifat-sifat serta hubungan antara variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014). Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana konsep dan pelaksanaan strategi deradikalisasi dan 
kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 
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khususnya yang dilakukan oleh Direktorat Deradikalisasi dalam menetralisir paham-
paham garis keras atau radikalisme terhadap napi teroris, mantan napi teroris, keluarga, 
jaringan, dan yang terindikasi radikal anarkis dengan menggambarkan berbagai kondisi, 
situasi, dan variabel yang menjadi obyek penelitian.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi 
lapangan dengan menggunakan teknik penelitian: observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang termasuk 
dalam kategori nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 
memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 
dipilih menjadi sampel.  
Teknik purposive sampling adalah cara mengambil sampel dengan secara sengaja 
yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi: sifat, 
karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu (Sugiyono, 2006:95). Teknik pengambilan 
purposive sampling yang dirujuk yaitu Direktorat Deradikaliasi khususnya Direktur 
Deradikalisasi, Yayasan Prasasti Perdamaian, dan Akademi bidang Sosial dan Politik. 
Namun dalam hal ini peneliti akan mencoba mengembangkan teknik purposive sampling 
ke dalam teknik snowball sampling. 
Selanjutnya dalam melakukan penelitian maka diperlukannya analisis data. 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 
dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 
dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun 
metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah data dari hasil 
wawancara, yang merujuk pada metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan 
Huberman (1984) yang terdiri dari tiga kegiatan yang dilakukan dari awal hingga 
selesainya kegiatan yaitu:  
a. Reduksi data: Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 
data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data  selanjutnya, dan 
mencarinya bila diperlukan. 
b. Penyajian data: Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 
Huberman (1984) menyatakan “the most frequent from of display data for qualitative 
research data in the past has been narrative text”. Dengan mendisplay data, maka akan 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 
c. Penarikan kesimpulan: Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan 
masalah yang telah dirumuskan sejak awal dengan didukung oleh bukti-bukti yang 
valid dan konsisten agar kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 
yang kredibel.  
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III. Hasil Penelitian 
Kebijakan deradikalisasi yang digagas pemerintah, khususnya BNPT bukanlah 
berfokus pada langkah-langkah penegakkan hukum dan berisiko memnunculkan 
pandangan negatif tentang Islam. Apalagi sebagaimana ada tuduhan deradikalisasi 
berarti deislamisasi. Kebijakan ini bukanlah “hukuman” dan berpotensi mengasingkan 
umat Islam dari Islam. Deradikalisasi berasal dari kata “radikal” dengan imbuhan “de” 
yang berarti mengurangi atau meredukasi, dan kata “isasi”, dibelakang kata radikal 
berarti proses, cara, atau perbuatan. Jadilah deradikalisasi adalah suatu upaya 
meredukasi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang 
terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah tereskspose 
paham-paham radikal teroris (Agus SB, 2016: 141-142). 
Melalui Direktorat Deradikalisasi dibawah kedeputian I Bidang Pencegahan, 
Perlindungan, dan Deradikalisasi, program deradikalisasi dijalankan dengan berbagai 
strategi yang meliputi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan 
kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Rehabilitasi memiliki 
dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan 
kemandirian merupakan kegiatan melatih dan membina para napi teroris untuk 
mempersiapkan keterampilan dan keahlian, dengan tujuan agar setelah mereka keluar 
dari lembaga permasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka 
lapangan pekerjaan.  
Sedangkan pembinaan kepribadian dilakukan dengan pendekatan berdialog 
kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa bisa diluruskan serta memiliki 
pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan 
mereka. Proses rehabilitisasi dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak polisi, 
lembaga permasyarakatan, kementerian agama, kemenkokesra, ormas, dan lain 
sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam 
menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga permasyarakatan. 
Adapun reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada 
masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya 
paham tersebut. Sedangkan bagi narapindana teroris, reedukasi dilakukan dengan 
memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan 
kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri 
bukanlah jihad melainkan identik dengan terorisme. Untuk memudahkan mantan 
narapidana dan narapidana teroris kembali dan membaur ke tengah masyarakat, BNPT 
juga mendesaign program resosialisasi, dengan cara membimbing mereka dalam 
bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat.  
Deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan 
perguruan tinggi, melalui serangkain kegiatan seperti public lecture, workshop, dan 
lainnya. Tujuannya untuk mengajak mahasiswa berfikir kritis dan memperkuat 
nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin desktruktif. Sementara itu adapun 
pembinaan wawasan kebangsaan yang merupakan moderisasi paham kekerasan dengan 
memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. 
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Selanjutnya, pembinaan agama yang ditujukan kepada narapidana teroris, mantan 
narapidana teroris, keluar, dan jaringannya dengan rangkaian kegiatan keagamaan agar 
memiliki pemahaman agama yang inklusif, damai dan toleran.  
Moderasi ideologi dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif dengan 
mengembangkan metode dan pendekatan sesuai tingkat keradikalannya. Moderisasi 
ideologi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya kontraideologi, yaitu upaya 
diskusi ataupun dialog untuk mengubah cara pandang dan keyakinan atas ideologi 
radikal yang dianutnya itu moderasi juga dapat dilakukan melalui kontranarasi dengan 
menyampaikan ajaran agama secara intensif melaui berbagai sarana dan sumber yang 
menekankan pesan keagamaan inklusif, damai, dan toleran. Dalam proses ini dilibatkan 
tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog, konselor, pelatih bina usaha, dimana 
pembinaan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kondisi 
tersangka teroris, keluarganya, dan jaringan yang terindikasi radikal.  
Kemudian pendekatan kewirausahaan yang dilakukan dengan memberikan 
pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri sehingga tidak lagi mengembangkan 
paham radikal. Kewirausahaan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan 
deradikalisasi. Dunia usaha mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi 
pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas. 
Selain itu, dunia usaha juga memiliki peranan penting untuk menjadikan masyarakat 
lebih kreatif dan mandiri. Dalam pelaksanaan deradikalisasi, dunia usaha dapat menjadi 
mitra untuk membantu dan melatih masyarakat khususnya napi teroris, mantan napi, 
dan keluarganya. Tidak hanya itu, dunis usaha pun dapat membantu dalam penguatan 
jaringan (networking) dengan kelompok lain untuk mendistribusikan atau menjual 
produk yang dihasilkan. 
Dunia usaha juga dapat memberikan penguatan kapasitas sehingga dalam jangka 
panjang dapat melipatgandakan usaha produktifnya sekaligus meningkatkan 
pendapatan serta keuntungan yang mereka peroleh dan sangat berperan dalam 
pembangunan kepercayaan (trust building) sehingga merasa lebih dihargai dan diberi 
kesempatan secara aktif untuk keluar dari permasalahan ekonomi. 
Dari berbagai strategi diatas, pemerintah khususnya BNPT meringkasnya 
kedalam 4 tahapan teknis pelaksanaan deradikalisasi di dalam LP (lembaga 
permasyarakatan) yang ditulis dalam (Muhammad A.S Hikam, 2016: 141-144 dan Irfan 
Idris, 2016: 186-218) dan dirangkum sebagai berikut: 











Gambar 1. Tahapan Program Deradikalisasi di Indonesia 
1. Tahap Identifikasi 
Proses identifikasi memiliki makna yang penting bagi warga binaan yang akan 
mengikuti tahapan program deradikalisasi selanjutnya yang berkelanjutan, 
bersambung, dan memberdayakan kehidupan para mantan teroris yang sedang 
berada dalam lembaga permasyarakatan, serta mantan napi yang telah berada di 
tengah masyarakat. Pada tahapan ini mencakup petugas dan penyiapan pendataan 
serta pengelompokan terhadap tahapan terduga teroris, keluarga, dan jaringannya. 
Pada tahap persiapan ini, dilakukan pendataan (profoling) yang dimaksudkan untuk 
memperoleh data diri tahanan terduga teroris berserta jaringan dan keluarganya 
secara lengkap. Pendataan terhadap jaringan yang terindikasi dimaksudkan untuk 
mengetahui perkembangan jaringan gerakan radikal, seperti jumlah anggota, 
aktivitas, latar belakang, paham keagamaan, dan kebangsaan yang mereka anut dan 
sebagainya. Pada tahap identifikasi ini dideteksi tingkat keradikalannya agar dapat 
disesuaikan ke tahap berikutnya, karena tinggi atau rendahnya tingkat radikal 
seseorang berbeda metode penanganannya. 
2. Tahap Rehabilitasi 
Pada tahap ini dilakukan kepada pelaku terorisme yang telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap oleh pengadilan dan telah ditempatkan di LP sebagai narapidana 
tindak pidana terorisme. Program rehabilitasi pada dasarnya merupakan upaya 
sistematis yang melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan 
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Tersangka, Keluarga, dan Jaringan
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Napi Teroris dan Keluarga Napi
REEDUKASI
Napi Teroris dan Keluarga Napi 
RESOSIALISASI
Napi Teroris, Mantan Napi, Keluarga Napi, dan 
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kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran. Untuk menunjang 
program rehabilitasi diperlukan keterlibatan mantan teroris, mantan napi teroris, 
yang sudah sadar dan telah terbukti serta teruji memiliki komitmen kebangsaan dan 
sumpah setia pada Pancasila. Sampai dengan saat ini, rehabilitasi masih merujuk 
pada UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, membawa konsekuensi 
yuridis berupa perubahan tujuan dari pembalasan menuju pembinaan. Merujuk pada 
UU ini, setiap konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di LP 
merupakan penegakkan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada. Oleh 
karena itu hal ini juga berlaku bagi napi teroris, dimana rehabilitasi dilakukan 
melalui pembinaan mental dan fisik. 
3. Tahap Reedukasi 
Tahap ini merupakan kelanjutan dari program rehabilitasi, dimana reedukasi yang 
dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman ulang terhadap napi teroris 
dan keluarganya tentang ajaran agama yang benar. Dalam reedukasi dilakukan 
transformasi pemikiran, pemahaman, dan sikap yakni memberikan pencerahan 
kepada napi teroris untuk memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di 
dalam kehidupan beragama. Selain, itu reedukasi juga menekankan kepada 
pembinaan kemandirian yang merupakan kelanjutan dari tahap rehabilitasi yang 
sebelumnya dilakukan. Disamping pembinaan keagamaan, pembinaan wawasan 
kebangsaan pun merupakan bagian dari tahap reedukasi, yang dilakukan dengan 
melakukan dialog dan dan komunikasi kebangsaan secara intens. Dalam 
merealisasikan sinergitas pembinaan keagaamaan dan penguatan wawasan 
kebangsaan bagi mantan warga binaan pemasyarakatan terorisme, bentuk konkrit 
kerja sama antara Kemenag dan Kemendagri dengan Direktorat Deradikalisasi BNPT 
adalah melibatkan personil Kemenag dan Kemendagri pada level kelurahan dan desa 
untuk melakukan pendampingan dan berdialog secara aktif produktif terhadap 
mantan warga binaan pemasyarakatan.                                  
4. Tahap resosialisasi 
Resosialisasi adalah tahapan ketiga dari program deradikalisasi, khususnya bagi 
napi/mantan napi teroris dan keluarganya. Tahapan ini dimaksudkan sebagai 
keseluruhan upaya mengembalikan napi teroris atau mantan napi teroris dan 
keluarganya agar dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat secara baik. 
Secara khusus, resosialisasi berarti proses untuk mempersiapkan napi/mantan 
teroris dan keluarganya, terutama dalam hal perubahan pemahaman sikap agar 
diterima dimasyarakat sosial dan bekerja seperti semula.  
Sejak dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh 
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2010, banyak kalangan dari berbagai lapisan 
masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap penanggulangan terorisme yang 
telah merongrong NKRI sejak satu dekade sebelumnya. Namun tidak sedikit masyarakat 
yang menaruh kecurigaan yang berlebihan. Tantangan dan hambatan pun dihadapi BNPT 
dalam membangun deradiklisasi baik secara internal maupun eksternal.  
Prof. Irfan Idris dalam bukunya yang berjudul “Membumikan Deradikalisai: Soft 
approach model pembinaan terorisme dari hulu ke hilir secara berkesinambungan” 
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(2017: 48-50) memaparkan tantangan dan hambatan internal yang dihadapi pertama 
adalah kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam mengemban amanat serta 
merancang dan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program nasional 
penanggulangan terorisme. pada umurnya yang kurang lebih 2 tahun BNPT masih 
berbenah dalam melengkapi tenaga profesional dalam bidangnya yang direkrut dari 
berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi BNPT. 
Tantangan dan hambatan kedua adalah menenai regulatif, tidak sama dengan Badan 
Nasional lainnya seperti BNN, BNPB, BNPT eksis hanya baru sebatas Peraturan Presiden, 
dalam tata urut perundang-undangan, Perpes jauh dibawah aturan UU, oleh sebab itu 
seharusnya BNPT diatur dalam sebuah aturan Undang-undang, dengan demikian ruang 
gerak BNPT bisa setara dengan Badan Nasional lainnya yang telah memiliki aturan 
tersendiri yang berbentuk undang-undang. Tantangan dan hambatan ketiga yang tidak 
kalah pentingnya adalah perlunya reorganisasi Kelembagaan. Radikalisme dan terorisme 
yang menjadi musuh kemanusian, bahaya laten yang dapat membahayakan bagi 
integritas berbangsa dan bernegara, seyogyanya memiliki struktur kelembagaan yang 
kuat dan menyeluruh hingga ke daerah dalam menanggulangi bahaya radikalisme dan 
terorisme, sehingga tidak terbatas pada tiga Kedeputian saja yakni Kedeputian 
Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Kedeputian Penindakan dan Pembinaan 
Kemampuan, dan Kedeputian Kerjasama International seperti yang ada saat ini.  
Pendekatan lunak deradikalisasi dan disengagement sesungguhnya merupakan 
salah satu metode dalam penanganan kasus terorisme dimana rehabilitasi dan 
reintegrasi kepada masyarakat luas seorang pelaku terorisme menjadi tujuan utamanya. 
Proses ini menjadi sarana penting dalam model penegakkan hukum. Pelaku terorisme 
dalam pendekatan ini dilihat sebagai manusia secara seutuhnya, sehingga proses 
penegakkan hukum, penahanan, pembinaan yang tercangkup dalam disengagement, dan 
deradikalisasi diharapkan dapat kembali menjadikan seorang pelaku terorisme untuk 
meninggalkan ideologi radikal dan kembali memmiliki kehidupan normal di masyarakat. 
Deradikalisasi dilakukan agar individu pelaku terorisme dapat mengubah cara pandang 
dan tindakan radikalnya menjadi lebih moderat dan tidak radikal.  
Adapun tantangan dan hambatan eksternal pertama yang sedang dihadapi BNPT 
adalah secara filosofis seluruh lapisan bangsa sepakat bahwa bahaya yang ditimbulkan 
radikalisme dan terorisme menghancurkan tatanan kehidupan. Dengan demikian, 
konsekuensinya seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali harus terlibat dalam 
menangulangi bahaya laten tersebut sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang 
dimiliki masing-masing pihak. Namun pada kenyataannya, harapan tersebut masih jauh 
dari harapan. Seyogyanya keterlibatan semua pihak mulai dari jajaran pemerintah, 
kementrian, dan lembaga hingga jajaran swasta tidak terkecuali harus mendukung upaya 
yang direncanakan dan akan diwujudkan oleh BNPT dalam menanggulangi terorisme, 
bukan sebaliknya menolak rencana yang diusulkan dan atau menaruh kecurigaan 
berlebihan terhadap BNPT.  
Tantangan dan hambatan eksternal kdeua, yakni mimimnya anggara yang 
diberikan negara dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, 
ketiga yaitu minimnya pemahaman masyarakat terhadap penanggu- langan terorisme, 
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tidak sedikit pihak yang masih beranggapan bahwa radikalisme dan terorisme adalah 
musuh TNI dan Polri. Sebagian besar masyarakat seolah berlepas tangan dan bersikap 
skeptis menyikapi bahaya yang ditimbulkan gerakan radikal dan aksi terorisme yang 
menjual nama agama serta berupaya memadamkan cahaya universalisme agama dengan 
menanamkan kebencian terhadap pihak.  
 
IV. Kesimpulan  
Program deradikalisasi di Indonesia mengadopsi kebijakan program 
deradikalisasi dan kontra radikalisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 
2005, sebagai pendekatan baru untuk menangani terorisme dengan cara yang lebih 
manusiawi untuk mengubah mereka yang percaya pada ideologi radikal terorisme 
menjadi moderat melalui pendekatan “soft approach”. Berdasarkan Peraturan Badan 
Nasional Penanggulangan Teororisme (Nomor Nasional/Badan Koordinasi 
Penanggulangan Terorisme) Nomor PER.04/K.BNPT/12/2014 tentang Cetak Biru 
Pencegahan Terorisme, program ini ditujukan untuk narapidana terorisme di penjara, 
dengan tujuan bahwa setelah dibebaskan dari penjara, mereka tidak melakukan 
terorisme radikalisme. Selain penjara, deradikalisasi juga di- lakukan di luar penjara bagi 
mantan narapidana terorisme, keluarga dekat, dan jaringan. Adapun Program kontra-
radikalisasi di masyarakat umum bertujuan untuk membantu masyarakat agar tidak 
terpengaruh oleh ideologi radikal dan membantu mencegah penyebaran radikalisme 
untuk mengurangi terorisme.  
Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, melalui Direktorat 
Deradikalisasi dibawah kedeputian I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan 
Deradikalisasi, program deradikalisasi dijalankan dengan berbagai strategi yang 
meliputi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, 
pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Dari ke enam strategi yang 
diuraikan, BNPT meringkasnya kedalam 4 tahapan pelaksanaan program deradilasisasi 
yang meliputi: 1) Identifikasi; 2) Rehabilitasi; 3) Reedukasi; dan 4) Resosialisasi. 
Kemudian, demi mewujudkan program dan strategi deradikalisasi tersebut, pemerintah 
melakukan upaya pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi dengan 
menetapkan strategi baik dibidang politik, hukum, dan sosial, baik itu dimasa sekarang 
ataupun mendatang, yang berfungsi untuk mengarahkan program-program yang telah 
direncanakan, dibuat, dan dilaksanakan. Disisi lain, dalam pelaksanaan program dan 
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